
  1 

 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA 

TAHUN 2024 

 

























PEMERINTAH  KABUPATEN NGADA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

             Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
  

  17 

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Umum 

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan MDGs saat ini 

adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkret adalah mendorong 

dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan 

daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur proses 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat diwujudkan. 

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah 

akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan 

Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan keuangan dimaksud setidak-

tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan, yang terlampir dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang 

penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”. 

Beberapa aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah 

memberikan penjelasan secara teknis normatif atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara 

lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang  Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mengamanatkan bahwa “Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPK) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).” Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Pada tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi 
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Pemerintahan Berbasis Akrual. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang 

menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan 

arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.  Akuntansi 

dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis 

akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih 

akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan 

politik. 

Merujuk pada uraian di atas maka Pemerintah Kabupaten Ngada berkewajiban untuk 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen 

Pemerintah Kabupaten Ngada untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa ketentuan teknis 

Pengelolaan keuangan Daerah, sedangkan standar penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Ngada) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas 

dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan 

kesinambungan antar generasi. 

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan 

ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan terdiri 

dari: 

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan pengeluaran periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran; 

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan dengan sumber-sumber pengeluarannya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang termasuk yang berasal dari pungutan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer 

baik dari Pusat maupun dari Provinsi maupun Pembiayaan apakah mengalami kenaikan 

sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

1.3. Landasan Hukum 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada diselenggarakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yaitu: 
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a. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 

122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;   

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

tanggung Jawab Keuangan Negara; 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal 

Nasional; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

o. Peraturan Pemerintah Nomor  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor  18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan PP 

Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
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Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional; 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah; 

s. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; 

t. Peraturan Presiden Nomor  15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus; 

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

aa. Peratura Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil dan Dana Alokasi Umum; 

bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan 

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional 

Untuk Pemerintah Daerah; 

cc. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang 

Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum 

Yang Ditentukan Penggunaanya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 

Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya; 

dd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif 

Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan; 

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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gg. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024; 

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Aggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024; 

jj. Peraturan Bupati Ngada Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

kk. Peraturan Bupati Ngada Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati 

Ngada Nomor 47 Tahun 2024 tetang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 

75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

pada Pemerintah Kabupaten Ngada; 

ll. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset 

Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud; 

mm. Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024,  

nn. Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024; 

oo. Peraturan Bupati Ngada Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati 

Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 

pp. Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti 

Investasi. 

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Sistematika penulisan CALK ini adalah sebagai berikut: 

BAB I       Pendahuluan 

1.1 Umum 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Landasan Hukum 

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

BAB II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

2.1 Ekonomi Makro 

2.1.1 Tingkat Kemiskinan 

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

2.2 Kebijakan Keuangan 

2.2.1 Pendapatan Daerah 

2.2.2 Belanja Daerah 

2.2.3 Pembiayaan Daerah 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD 

2.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan 

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan 
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2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur 

2.4.4 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) 

2.4.5 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan 

BAB III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1 Realisasi Pendapatan 

3.2 Realisasi Belanja 

BAB IV    Kebijakan Akuntansi 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada 

dalam SAP 

4.5 Kebijakan Akuntansi 

4.5.1 Kebijakan Akuntansi Aset 

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

4.5.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi 

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA 

4.5.7 Kebijakan Akuntansi Belanja 

4.5.8 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

4.5.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO 

4.5.10 Kebijakan Akuntansi Beban 

4.5.11 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 

Tidak Dilanjutkan 

BAB V      Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca 

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Laporan Operasional 

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

BAB VI    Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan 

6.1 Penggantian Manajemen selama Tahun Berjalan 

6.2 Kesalahan Manajemen Terdahulu yang telah dikoreksi Manajemen Baru 

6.3 Komitmen dan Kontijensi 

6.4 Domisili 

6.5 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan 

Operasional 

6.6 Struktur Organisasi 

BAB VII   Penutup 
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BAB II  

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA APBD 

 

2.1 Ekonomi Makro 

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi 

masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi 

Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam 

mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi makro dapat digunakan 

untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti 

pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca 

yang berkesinambungan. 

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah sebagai 

berikut : 

a. Tingkat Kemiskinan senilai  11,93% 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 2,81%. 

c. Indeks Pembangunan Manusia senilai 68,26 

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai  3,05% 

Gini Ratio dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro 

Kabupaten Ngada dengan pertimbangan: 

a. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau objek 

survei Inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu. 

b. Indikator Gini Ratio tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Ngada, sedangkan data 

BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator 

Gini Ratio Provinsi NTT dan Gini Ratio Nasional. 

2.1.1 Tingkat Kemiskinan 

Penduduk  miskin  dihitung   berdasarkan  garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) adalah 

nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK 

terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan 

(GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita 

per hari) dan GKNM adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Jadi Penduduk Miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis 

kemiskinan.  

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil 

angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga perlu mendapat 

perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, 

menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. 

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin 
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di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah 

bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya. 

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada 

No Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Tahun 2024 
Naik/turun 

(%) 

1 Kabupaten Ngada (%) 12,06 11,87 (0,19) 

2 Kabupaten Ngada (Ribu Orang) 20,57 20,48 (0,09) 

3 Provinsi NTT (%) 20,99 19,02 (1,97) 

4 Nasional (%) 9,36 8,57 (0,82) 

5 Peringkat Provinsi 20 21 menurun 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada pada tahun 2024 mencapai 11,87%  dengan 

jumlah penduduk miskin sebanyak 20.480 jiwa. Angka ini menurun 0,09% dibanding tahun 

2023 atau turun sebanyak 90 jiwa dari 20.570 jiwa ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dimana target tahun 2024 senilai 10,71%, 

maka capaian Tahun 2024 ini berada di masih berada dibawah target RPJMD. Persentase 

penduduk miskin Kabupaten Ngada tahun 2024 sedikit lebih baik dari keadaan Provinsi 

NTT namun masih di atas angka nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran 

pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program 

dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar angka 

kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai angka yang minimal. 

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ngada 

No Uraian 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Naik/Turun 

(%) 

1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ngada 1,77 2,14 0,37 

2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT 3,33 4,64 1,31 

3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional - - - 

4 Peringkat Provinsi 18 17 Naik 

     Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

Angka tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Ngada yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ngada 

No Uraian 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Naik/Turun 

(%) 

1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab.Ngada 0,36 0,55 0,19 

2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT 0,80 0,85 0,05 

3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional - - - 

4 Peringkat Provinsi 19 16 menurun 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap 

jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya 

pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan 

mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya 

pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 
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Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada 

No Uraian 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Naik/Turun 

(%) 

1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Ngada 4,00 2,68 (1,32) 

2 Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 3,14 3,02 (0,12) 

3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 5,32 3,97 (1,35) 

4 Peringkat Provinsi 6 10 4 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ngada Tahun 2024 menurut data BPS 

menunjukkan angka senilai 2,68, sedangkan TPT pada Tahun 2023 senilai 4,00 atau 

Tingkat Pengangguran Terbuka menurun senilai 1,32%. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) Kabupaten Ngada Tahun 2024 lebih tinggi dari TPT Provinsi NTT walaupun lebih 

rendah dibanding TPT Nasional. 

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.  

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu  harapan hidup/ umur panjang dan sehat, 

pengetahuan, dan standar hidup layak. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan 

menjadi empat, yaitu: 

1) Rendah  (< 60) 

2) Sedang  (60≤IPM<70) 

3) Tinggi  (70 ≤IPM<80) 

4) Sangat Tinggi ( >80). 

Sesuai dengan  data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, realisasi pencapaian IPM 

berdasarkan (metode baru) Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP 2020, tahun 2023 

mencapai 71,61 poin dengan kategori Tinggi, sementara di tahun 2024 naik mencapai 72,04 

sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

No IPM (Tingkat) 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Naik/turun 

(%) 

1 Kabupaten/Kota 71,61 72,04 0,43 

2 Provinsi 68,40 69,14 0,74 

3 Indonesia/Nasional 74,39 75,02        0,63 

4 Peringkat Provinsi 3 3 tetap 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

Peningkatan IPM Umur Harapan Hidup hasil Long Form SP 2020, untuk tahun 2024 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. (Metode Baru). Rata rata lama sekolah 

menurut Kabupaten Kota menjadi 8,83 tahun. IPM Kabupaten Ngada pada saat ini berada 

pada urutan ke-3 dari  Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah 

kota Kupang dan Kabupaten Ende 

2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 
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suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas 

perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan 

keluaran. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh 

karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat 

meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung 

berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. PDRB atas dasar harga konstan artinya 

menilai besarnya PDRB menurut harga pada suatu tahun dasar yang ditetapkan. PDRB atas 

dasar harga konstan digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada 

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp) 2.407,73 2.491,80 2.583,24 

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,05 3,49 3,67 

3 Peringkat Provinsi - - - 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 

Selama kurun waktu 2022-2024, perekonomian Kabupaten Ngada menunjukkan 

kecenderungan kenaikan. Pada periode Tahun 2022-2024 laju pertumbuhan perekonomian 

Kabupaten Ngada  mengalami kenaikan mencapai 0,18 % dibandingkan tahun 2023. Laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada 2024 masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi 

Nasional yaitu 5,03%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada lebih tinggi dari Laju 

Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT triwulan 1 tahun 2024 yaitu senilai 3,61%. Struktur 

perekonomian Kabupaten Ngada dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.7 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Kostran Menurut Lapangan Usaha (%) 

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 A-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,74 4,14 1,43 

2 B-Pertambangan dan Penggalian 2,38 3,06 3,54 

3 C-Industri Pengolahan 4,76 7,24 5,79 

4 D-Pengadaan Listrik dan Gas 4,74 11,25 18,74 

5 E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

2,23 3,68 3,19 

6 F-Konstruksi 0,72 4,7 3,85 

7 G-Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
4,88 5,52 7,86 

8 H-Transportasi dan Pergudangan 1,75 3,17 5,52 

9 I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,29 9,70 9,09 

10 J-Informasi dan Komunikasi 5,76 2,71 3,22 

11 K-Jasa Keuangan dan Asuransi 0,95 1,61 3,66 

12 L-Real Estate 2,06 2,24 3,39 

13 M,N-Jasa Perusahaan 1,39 2,92 6,51 

14 O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

2,97 1,49 5,59 

15 P-Jasa Pendidikan (0,12) 0,09 0,38 

16 Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,63 2,56 3,31 

17 R,S,T,U-Jasa lainnya 1,20 3,66 3,85 

 Produk Domestik Regional Bruto 3,05 3,49 3,67 

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada 
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2.2 Kebijakan Keuangan 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara 

lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan 

pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan 

anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Di samping itu 

kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat 

pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja 

pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai 

berikut. 

2.2.1 Pendapatan Daerah 

a. Asumsi Pendapatan Daerah 

Beberapa asumsi yang digunakan terkait kebijakan pendapatan daerah  pada Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:  

1) Meningkatnya alokasi dana transfer pusat ke daerah-daerah melalui alokasi DAU, 

DAK dan Spesifik Grant pada APBD Induk 2024; 

2) Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada yang 

berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah; 

3) Upaya Pemerintah Daerah untuk mencari terobosan-terobosan dan inovasi guna 

mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga meningkatkan 

besaran alokasi anggaran pusat ke daerah; dan 

4) Meningkatnya belanja pemerintah pada periode semester kedua tahun 2024 yang 

diasumsikan akan berdampak pada meningkatnya capaian realisasi PAD. 

b. Kebijakan Pendapatan Daerah 

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang 

menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Ngada 

masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu: 

1) Penataan kembali regulasi terkait pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan 

perundang-undangan terbaru; 

2) Penataan dan optimalisai semua aset Pemda untuk mendukung peningkatan PAD; 

3) Mendorong Inovasi Perangkat untuk meningkatkan Pandapatan daerah, dengan 

prinsip kewirausahaan birokrasi; 

4) Menerapkan sistem pembayaran Non Tunai dalam pemungutan/pembayaran Pajak 

dan Retribusi; 
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5) Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi dan pajak 

daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah;  

6) Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi unggulan; 

7) Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk 

pengembangan komoditi unggulan yang berdampak pada peningkatan PAD; 

8) Membangun kerjasama kewirausahaan dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, 

Koperasi, Kelompok Pemuda, BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan 

komoditi Unggulan dalam bentuk Pembiayaan dengan sistem perjanjian 

kerjasama; 

9) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi 

untuk mendapatkan pembiayan kementerian dan lembaga; 

10) Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan 

masyarakat dalam pembangunan masyarakat; 

11) Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada; dan 

12) Memperbaiki data objek penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah.   

c. Hal-Hal Terkait Penganggaran Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi PAD tahun 2023, serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 

b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Ngada; 

c) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan  

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah; 

d) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber 

dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 

diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan 

Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan; 

e) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal 

Pemerintah Kabupaten Ngada pada Bank telah memperhitungkan nilai 

kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal 

dimaksud; 
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f) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun 

pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, objek Bunga 

atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian objek Bunga atau Jasa Giro Dana 

Cadangan sesuai peruntukannya. 

2) Pendapatan Transfer 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Peraturan Presiden 

tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut: 

a) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024; 

b) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024; 

c) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024; 

d) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024; 

e) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024; dan 

f) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun 

Anggaran 2024. 

3) Lain-Lain Pendapatan  Daerah Yang Sah 

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019. Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah 

adalah sebagai berikut: 

a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada 

Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang 

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah 

dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Penerimaan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah 

tahun sebelumnya. 

d. Perkiraan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tertuang di dalam Kebijakan Umum 

Anggaran telah ditetapkan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai 

berikut. 

Tabel 2.8 Perkiraan Pendapatan Daerah 

Uraian 
Anggaran Sebelum 

Perubahan (Rp) 

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp) 

Bertambah 

(Berkurang) 
% 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

53.293.611.500,00 50.519.508.005,00 -2.774.103.495,00 -5,21% 

Pajak Daerah 10.301.100.000,00 10.297.500.000,00 -3.600.000,00 -0,03% 
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Uraian 
Anggaran Sebelum 

Perubahan (Rp) 

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp) 

Bertambah 

(Berkurang) 
% 

Retribusi Daerah 11.523.811.500,00 10.422.268.005,00 -1.101.543.495,00 -9,56% 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

4.050.000.000,00 2.400.000.000,00 -1.650.000.000,00 -

40,74% 

Lain-lain PAD yang Sah 27.418.700.000,00 27.399.740.000,00 -18.960.000,00 -0,07% 

Pendapatan Transfer 997.729.442.305,00 1.010.376.912.305,00 12.647.470.000,00 1,27% 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

983.869.853.000,00 994.867.323.000,00 10.997.470.000,00 1,12% 

Pendapatan Transfer 

Antar Daerah 

13.859.589.305,00 15.509.589.305,00 1.650.000.000,00 11,91% 

Lain-Lain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah 

6.287.060.276,00 7.478.456.652,00 1.191.396.376,00 18,95% 

Lain-lain Pendapatan 

Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan 

Per-UU-an 

6.287.060.276,00 7.478.456.652,00 1.191.396.376,00 18,95% 

Jumlah Pendapatan 1.057.310.114.081,00 1.068.374.876.962,00 11.064.762.881,00 1,05% 

Jika dibandingkan dengan target pada APBD Induk Tahun 2024, target Pendapatan 

Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 mengalami penurunan senilai 

Rp2.774.103.495,00 atau senilai 5,21%. Penurunan target PAD bersumber dari 

turunnya target retribusi daerah sebagai dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah. Pos Pendapatan Asli Daerah yang mengalami koreksi 

adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek pada Dinas 

Perhubungan, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan 

Olahraga pada Dinas Pariwisata. 

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 

Anggaran 2024 ditargetkan senilai Rp1.010.376.912.305,00 mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan APBD Induk senilai Rp997.729.442.305,00 atau 1,27%. 

Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP 

senilai Rp7.478.456.652,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp1.191.396.376,00 

atau 18,95%  dibandingkan APBD Induk 2024. Kenaikan target pendapatan dari pos 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan karena terdapat penyesuaian 

jumlah kepesertaan KIS dan realisasi riil transfer dari BPJS Kesehatan kepada setiap 

FKTP. 

2.2.2 Belanja Daerah 

a. Asumsi Belanja Daerah 

Beberapa asumsi terkait target belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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1) Pelaksanaan paket pekerjaan fisik yang umumnya terjadi di semester kedua tahun 

anggaran berjalan dapat memberi aspek manfaat dalam bentuk kontribusi PAD 

maupun peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat; 

2) Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022 yang antara lain memuat SiLPA 

yang telah ditentukan penggunaannya (Restricted Silpa) maupun Silpa yang tidak 

ditentukan penggunaannya (Unrestricted Silpa) untuk dapat dianggarkan pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 

3) Adanya penyesuaian belanja pada organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai dampak dari terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Dana 

Alokasi Khusus Tahun 2024 serta kegiatan mendesak yang perlu dialokasikan 

penganggarannya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. 

b. Kebijakan Belanja Daerah 

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, dengan  memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar 

belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal;  

3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait 

dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah; 

4) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah; 

5) Untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi 

belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur;   

6) Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja 

daerah;  

7) Belanja daerah yang digunakan untuk pengembalian cicilan pokok dan bunga 

pinjaman daerah;  

8) Pembentukan dana cadangan dan atau belanja hibah untuk Pemilihan Kepala 

Daerah serentak Tahun 2024; dan 

9) Pemberian insetif atau tambahan penghasilan pegawai diarahkan untuk mendorong 

dan menjaga stabilitas perekonomian lokal melalui upaya peningkatan daya beli 

masyarakat guna menekan laju inflasi terutama menjelang hari raya besar 

keagamaan dan perayaan akhir tahun. 
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c. Hal-Hal Terkait Penganggaran Belanja Daerah 

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan 

urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

1) Belanja Operasi 

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Belanja Pegawai 

(1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta 

pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. 

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan 

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima 

persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 

(3) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang 

dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

(4) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 

63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 

(5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

(6) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan 

guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada mendapatkan alokasi dana 

Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus 

guru dari APBN. 

b) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk 

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas 

daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan 

dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja 
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perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi pemberian hibah dan 

bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

2) Belanja Modal 

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintah Kabupaten Ngada memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Ngada digunakan untuk 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh OPD lingkup Pemerintah 

Kabupaten Ngada berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja 

langsung dituangkan dalam bentuk  program dan kegiatan,  yang manfaat 

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah 

kepada kepentingan publik. 

3) Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan 

tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, 

yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 

Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan pengeluaran daerah 

tahun-tahun sebelumnya. 

4) Belanja Transfer 

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis: 

a) Belanja Bagi Hasil 

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau 

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan 

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 



PEMERINTAH  KABUPATEN NGADA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

             Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
  

  34 

b) Belanja Bantuan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Ngada menganggarkan belanja bantuan keuangan 

kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan 

Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas, pada Tahun 2024 

Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengalokasikan anggaran untuk dana 

Alokasi Dana Desa senilai 10,20% dari dana Transfer setelah dikurangi 

dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Perkiraan Belanja Daerah 

Proyeksi  atau perkiraan belanja daerah pada tahun 2024 dengan rincian dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.9 Perkiraan Belanja Daerah 

Uraian 
Anggaran Sebelum 

Perubahan (Rp) 

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp) 

Bertambah 

(Berkurang) 
% 

Belanja Operasi 593.405.271.253,00 642.036.670.442,00 48.631.399.189,00 8,20% 

Pegawai 377.604.515.271,00 390.891.201.179,68 13.286.685.908,68 3,52% 

Barang Dan Jasa 183.685.291.212,00 216.482.113.079,32 32.796.821.867,32 17,85% 

Bunga 1.716.406.250,00 1.716.406.250,00 0,00 0,00% 

Hibah 28.696.058.520,00 30.916.949.933,00 2.220.891.413,00 7,74% 

Bantuan Sosial 1.703.000.000,00 2.030.000.000,00 327.000.000,00 19,20% 

Belanja Modal 238.350.756.211,00 246.329.070.637,00 7.978.314.426,00 3,35% 

Tanah 350.000.000,00 493.108.808,00 143.108.808,00 40,89% 

Peralatan & Mesin 38.570.263.591,00 41.721.394.821,00 3.151.131.230,00 8,17% 

Gedung & Bangunan 127.218.457.320,00 128.952.236.846,00 1.733.779.526,00 1,36% 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

61.986.057.000,00 64.894.341.512,00 2.908.284.512,00 4,69% 

Aset Tetap Lainnya 6.841.510.000,00 6.868.020.350,00 26.510.350,00 0,39% 

Aset Lainnya 3.384.468.300,00 3.399.968.300,00 15.500.000,00 0,46% 

Belanja Tidak 

Terduga 

4.500.000.000,00 6.581.781.972,00 2.081.781.972,00 46,26% 

Belanja Tidak 

Terduga 

4.500.000.000,00 6.581.781.972,00 2.081.781.972,00 46,26% 

Belanja Transfer 201.429.118.000,00 207.386.916.448,00 5.957.798.448,00 2,96% 

Bagi Hasil 1.111.486.800,00 1.111.486.800,00 0,00 0,00% 

Bantuan Keuangan 200.317.631.200,00 206.275.429.648,00 5.957.798.448,00 2,97% 

Jumlah Belanja 1.037.685.145.464,00 1.102.334.439.499,00 64.649.294.035,00 6,23% 

Jika disandingkan dengan target belanja pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, 

tampak bahwa Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2024 diproyeksikan 

menjadi target pengeluaran terbesar dengan kontribusi tambahan alokasi anggaran 

senilai Rp48.631.399.189,00 atau 8,20% dari total tambahan belanja yang ada. Belanja 

Operasi didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa dengan tambahan alokasi belanja 



PEMERINTAH  KABUPATEN NGADA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

             Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
  

  35 

senilai Rp32.796.821.867,32 atau 17,85%, Belanja Pegawai dengan total tambahan 

alokasi senilai Rp13.286.685.908,68 atau 3,25%, Belanja Hibah dengan total alokasi 

belanja senilai Rp2.220.891.413,00 atau 7,74%. 

Selanjutnya pada kompnen Belanja Modal, terdapat tambahan alokasi anggaran senilai 

Rp7.978.314.426,00 atau naik 3,35% persen dari APBD Induk Tahun 2024. Tambahan 

alokasi belanja pada komponen Belanja Modal merupakan Restricted SiLPA berupa 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Retensi. 

Pada komponen Belanja Tidak Terduga, terdapat tambahan alokasi anggaran yang 

cukup besar yakni Rp2.081.781.972,00 atau 46,26% dibandingkan dengan APBD 

Induk 2024. Tambahan alokasi belanja ini merupakan Restricted SiLPA berupa 

kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang sesekali dapat dikeluarkan atau 

dicairkan dari kas daerah. Pada komponen belanja transfer, terdapat tambahan alokasi 

anggaran senilai Rp5.957.798.448,00 atau 2,96% yang digunakan untuk tunjangan 

Kesehatan (BPJS) seluruh perangkat desa se-Kabupaten Ngada dalam rangka 

pemenuhan capaian UHC Kabupaten Ngada. Dengan demikian maka Rancangan 

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan senilai 

Rp1.102.334.439.499,00 bertambah senilai Rp64.649.294.035,00 atau 6,23% dari total 

belanja pada APBD Induk 2024. 

2.2.3 Pembiayaan Daerah 

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang  inovatif, 

pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai 

berikut. 

1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk 

mendukung transformasi ekonomi; 

2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable; 

3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi 

ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan 

mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis 

operasional; 

4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan 

menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas 

dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan 

sektor keuangan; 

5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum 

internasional; dan 

6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta  

7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).   

b. Hal-Hal Terkait Penganggaran Pembiayaan Daerah 

1) Penerimaan Pembiayaan 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan 

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang 
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pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya (SiLPA). 

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan 

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 

2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 

Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang 

direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, 

pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan 

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa 

dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya. 

2) Pengeluaran Pembiayaan 

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran 

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 

1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) penyertaan modal daerah, 

3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran 

Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Perkiraan Pembiayaan Daerah 

Skema Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.10 Perkiraan Pembiayaan Daerah 

Uraian 
Anggaran Sebelum 

Perubahan (Rp) 

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp) 

Bertambah / 

Berkurang (Rp) 
% 

Penerimaan 

Pembiayaan 

26.672.810.716,00 80.257.341.870,04 53.584.531.154,04 200,90% 

SiLPA Tahun 

Sebelumnya 

26.672.810.716,00 80.257.341.870,04 53.584.531.154,04 200,90% 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

46.297.779.333,00 46.297.779.333,04 0,04 0,00% 

Penyertaan Modal 

Daerah 

3.797.779.333,00 3.797.779.333,00 0,00 0,00% 

Pembayaran Cicilan 
Pokok Utang yang 

Jatuh Tempo 

42.500.000.000,00 42.500.000.000,04 0,04 0,00% 

Pembiayaan Netto -19.624.968.617,00 33.959.562.537,00 53.584.531.154,00 -273,04% 

SiLPA Tahun 

Berkenaan 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pada APBD Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yag terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan 

senilai Rp80.257.341.870,04 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) Tahun Anggaran 2023; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan senilai 

Rp46.297.779.333,04 yang direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang 
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yang Jatuh Tempo pada Bank NTT senilai Rp42.500.000.000,04 dan Penyertaan 

Modal Daerah pada Bank NTT senilai Rp3.797.779.333,00. 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun 2024 disusun 

berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan – LRA 

yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 

2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan mencapai senilai Rp1.061.052.228.753,51 atau 99,31% dari anggaran senilai 

Rp1.068.374.876.962,00. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai 

tahun 2024 berdasarkan sumbernya. 

Tabel 2.11 Perkembangan Pendapatan Daerah 

Uraian Realisasi 2024 Realisasi 2023 
Kenaikan/Penurunan 

 Nilai  % 

PENDAPATAN DAERAH         

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 
45.701.023.657,24  50.927.385.393,61  (5.226.361.736,37) -10,26% 

Pajak Daerah 10.663.409.255,00  8.890.817.319,55  1.772.591.935,45  19,94% 

Retribusi Daerah 4.848.846.432,58  4.993.580.690,00  (144.734.257,42) -2,90% 

Hasil Pengelolaan KDYD 1.132.734.946,00  2.092.317.064,00  (959.582.118,00) -45,86% 

Lain-lain PAD yang Sah 29.056.033.023,66  34.950.670.320,06  (5.894.637.296,40) -16,87% 

PENDAPATAN TRANSFER 1.008.016.183.534,00  793.172.440.815,00  214.843.742.719,00  27,09% 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 
982.243.706.025,00  769.343.185.540,00  212.900.520.485,00  27,67% 

Pendapatan Transfer Antar 
Daerah 

25.772.477.509,00  23.829.255.275,00  1.943.222.234,00  8,15% 

LAIN2 PENDAPATAN 
DAERAH Yg SAH 

7.329.530.367,27  6.443.139.001,00  886.391.366,27  13,76% 

Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Per-UU-an 

7.329.530.367,27  6.443.139.001,00  886.391.366,27  13,76% 

JUMLAH PENDAPATAN 1.061.046.737.558,51  850.542.965.209,61  210.503.772.348,90  24,75% 

Selama tahun anggaran 2024 jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer adalah 

senilai Rp1.102.334.439.499,00 dan terealisasi senilai Rp1.015.499.256.724,20 atau 

92,12%. Rincian perkembangan belanja dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.12 Perkembangan Belanja Daerah 

Uraian Realisasi 2024 Realisasi 2023 
Kenaikan/Penurunan 

Nilai % 

BELANJA OPERASI 604.339.338.396,55 517.237.495.910,64 87.101.842.485,91 16,84% 

Belanja Pegawai 364.195.201.081,04 294.673.584.637,00 69.521.616.444,04  23,59% 

Belanja Barang dan Jasa 205.735.681.132,51 191.962.733.223,64 13.772.947.908,87  7,17% 

Belanja Bunga 1.716.406.250,00 4.885.156.250,00 (3.168.750.000,00) -64,86% 

Belanja Hibah 30.916.949.933,00 23.019.521.800,00 7.897.428.133,00  34,31% 

Belanja Bantuan Sosial 1.775.100.000,00 2.696.500.000,00 (921.400.000,00) -34,17% 

BELANJA MODAL 205.394.092.085,65 160.823.228.382,05 44.570.863.703,60  27,71% 

Belanja Modal Tanah 493.108.795,00 250.000.000,00 243.108.795,00  97,24% 

Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

39.198.394.139,00 29.169.514.601,00 10.028.879.538,00  34,38% 
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Uraian Realisasi 2024 Realisasi 2023 
Kenaikan/Penurunan 

Nilai % 

Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 
96.477.260.834,62 60.193.530.455,62 36.283.730.379,00  60,28% 

Belanja Modal Jalan, 
Irigasi & Jaringan 

61.518.024.587,03 60.246.132.795,43 1.271.891.791,60  2,11% 

Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

4.887.309.780,00 10.964.050.530,00 (6.076.740.750,00) -55,42% 

Belanja Modal Aset Lainnya 2.819.993.950,00 0,00 2.819.993.950,00  0,00% 

BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

3.489.743.000,00 2.202.537.665,00 1.287.205.335,00  58,44% 

Belanja Tidak Terduga 3.489.743.000,00 2.202.537.665,00 1.287.205.335,00  58,44% 

BELANJA TRANSFER 202.276.083.242,00 152.413.314.145,00 49.862.769.097,00  32,72% 

Belanja Bagi Hasil 658.216.937,00 780.881.256,00 (122.664.319,00) -15,71% 

Belanja Bantuan Keuangan 201.617.866.305,00 151.632.432.889,00 49.985.433.416,00  32,96% 

JUMLAH BELANJA 1.015.499.256.724,20 832.676.576.102,69 182.822.680.621,51  21,96% 

2.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD 

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh 

undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah 

ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata 

kelola keuangan pemerintah Kabupaten Ngada  meliputi hal-hal sebagai berikut. 

2.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan 

Tujuan dari mandatory spending fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Ngada. Adapun capaian dari 

mandatory spending fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Ngada adalah adanya kegiatan 

pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan 

Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan renovasi gedung 

puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah 

dan Puskesmas. Selain itu, alokasi mandatory spending fungsi kesehatan juga mendukung 

kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 24 Puskesmas, 27 Puskesmas Pembantu, 48  

Poliklinik Desa. Juga berdampak kepada pembayaran atas tenaga kesehatan meliputi 72 

dokter, 579 perawat , bidan  515 orang, dan 583 petugas kesehatan lainnya. 

Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan 

minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji berdasarkan amanat 

Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Namun 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tanggal 8 

Agustus 2024 yang mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ketentuan alokasi 

tersebut telah dihilangkan mengandung arti bahwa tidak ada lagi batasan wajib yang harus 

dipenuhi pemerintah untuk alokasi dana kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, 

disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah 

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran 

Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan 

dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan 

untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
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Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 
Kabupaten Ngada 

Komponen Perhitungan  APBD Induk (Rp)  
 APBD setelah 

Perubahan (Rp)  

a. Belanja pada Dinas Kesehatan       211.969.407.619,00       225.198.257.357,00  

1) Belanja Operasi         99.647.190.619,00       112.254.135.357,00  

2) Belanja Modal       112.322.217.000,00       112.944.122.000,00  

b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang 
menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, 

antara lain : 

        77.633.983.236,00         87.234.303.272,00  

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN pada Perangkat Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Bajawa 

        20.273.566.853,00         21.917.571.806,00  

2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah 

RSUD Bajawa  

        22.500.000.000,00         29.002.505.515,00  

3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit 
beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 

pada Perangkat Daerah RSUD Bajawa 

        21.077.499.500,00         22.291.730.419,00  

4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Rumah Sakit 

             471.846.933,00              633.325.582,00  

5) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Pada Perangkat Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Bajawa 

          4.769.185.000,00           4.769.185.000,00  

6) Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin              213.363.000,00              213.363.000,00  

7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala 
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

             325.521.950,00              325.521.950,00  

8) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada 

Perangkat Daerah RSUD Bajawa 

          8.003.000.000,00           8.081.100.000,00  

c. Rincian Sub Kegiatan atas belanja yang 
menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan pada 

FKTP 

          6.277.011.435,00           8.704.980.181,00  

d. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b+c)       295.880.402.290,00       321.137.540.810,00  

e. Total Anggaran Belanja Daerah    1.037.685.145.464,00    1.102.334.439.499,00  

f. Anggaran Gaji ASN       377.524.454.352,00       390.891.201.180,00  

g. Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (e-f)       660.160.691.112,00       711.443.238.319,00  

h. Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan 

Terhadap Belanja Daerah (d ÷ g) x 100% 
44,82% 45,14% 

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan  dalam APBD Induk TA 2024 

Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp295.880.402.290 dari nilai total anggaran belanja 

daerah diluar Gaji ASN senilai Rp660.160.691.112 atau senilai 44,82%. Sedangkan 

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten 

Ngada dialokasikan senilai Rp321.137.540.810 dari nilai belanja daerah senilai 

Rp711.443.238.319 atau senilai 45,14%. 

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang 

pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus 

mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan 

kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang 

pendidikan. 

Adapun capaian dari mandatory spending fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Ngada 

adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah 

melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung 

sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.  

Selain itu, alokasi mandatory spending fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran 

dimana jumlah murid PAUD di Kabupaten Ngada sebanyak 3.532 peserta, jumlah siswa 

SD sebanyak 16.995 siswa dan siswa SMP sebanyak 9.256 siswa dengan didukung jumlah 

guru masing masing 2.059 guru SD dan 965 guru tingkat SMP. Jumlah sekolah di 

Kabupaten Ngada Jumlah SD sebanyak 186 sekolah dan SMP sebanyak 66 sekolah dan 

dilengkapi dengan 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Ngada.  

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan  Dalam APBD Induk TA 2024 

Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp546.141.888.296,00 dari nilai anggaran belanja 

daerah senilai Rp1.037.685.145.464 atau senilai 52,63%.  

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA 

2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp538.522.121.401,54 dari nilai belanja 

daerah senilai Rp1.102.334.439.499,00 atau senilai 48,85%. Rincian lebih lanjut disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD dan APBD-P TA 2024 

Kabupaten Ngada 

Komponen Perhitungan APBD Induk (Rp) 
APBD Perubahan 

(Rp) 

1 a. Urusan Bidang Pendidikan     

    1) Belanja Operasi 240.321.383.654,00  234.270.984.252,06  

    2) Belanja Modal 29.659.597.540,00  30.901.238.118,00  

  b. Urusan Bidang Kebudayaan     

    1) Belanja Operasi 240.321.383.654,00  234.270.984.252,06  

    2) Belanja Modal 29.659.597.540,00  30.901.238.118,00  

  c. Urusan Bidang Perpustakaan     

    1) Belanja Operasi 1.662.203.341,00  1.814.290.513,01  

    2) Belanja Modal 1.030.700.000,00  1.063.261.151,00  

  d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga     

    1) Belanja Operasi 1.872.022.567,00  3.578.124.997,41  

    2) Belanja Modal -       -  

  e. Belanja lain yang menunjang kebutuhan 

masyarakat di bidang Pedidikan, antara lain: 

    

    1) Bagian Kesra: Belanja Bantuan Sosial - 

Bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran non 

ASN 

1.615.000.000,00  1.722.000.000,00  

2 Anggaran Fungsi Pendidikan 546.141.888.296,00  538.522.121.401,54  

3 Total Belanja Daerah 1.037.685.145.464,00  1.102.334.439.499,00  

4 Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 52,63% 48,85% 
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2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja  

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja 

daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi 

hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur 

yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan 

mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah 

Kabupaten Ngada. 

Adapun capaian dari mandatory spending fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Ngada 

adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAK dan 

Dana Pinjaman Daerah, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan 

dan jembatan.  

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA 2024 

Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp238.350.756.211,00 dari nilai belanja daerah 

dikurangi belanja transfer senilai Rp836.256.027.464,00 atau senilai 28,50%. Sedangkan 

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan  TA 2024 

dialokasikan senilai Rp246.329.070.637,00 dari nilai Belanja Daerah setelah dikurangi 

Belanja Transfer senilai Rp894.947.523.051,00 atau senilai 27,52%. Rincian lebih lanjut 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD dan 

APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada 

No Komponen Perhitungan  APBD Induk (Rp)  APBD Perubahan (Rp) 

1 Total Belanja Daerah 1.037.685.145.464,00  1.102.334.439.499,00 

2 Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada 

daerah dan/atau desa 

201.429.118.000,00  207.386.916.448,00 

  a. Belanja Bagi Hasil 1.111.486.800,00  1.111.486.800,00 

  b. Bantuan Keuangan 200.317.631.200,00  206.275.429.648,00 

3 Selisih (1-2) 836.256.027.464,00  894.947.523.051,00 

4 Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan 

Publik (40% x Selisih) 

334.502.410.985,60  357.979.009.220,40 

5 a) Belanja Modal 238.350.756.211,00 246.329.070.637,00 

    1) Tanah 350.000.000,00  493.108.808,00 

    2) Peralatan dan mesin 38.570.263.591,00  41.721.394.821,00 

    3) Gedung dan Bangunan 127.218.457.320,00  128.952.236.846,00 

    4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 61.986.057.000,00  64.894.341.512,00 

    5) Aset Tetap Lainnya 6.841.510.000,00  6.868.020.350,00 

    6) Aset lainnya 3.384.468.300,00  3.399.968.300,00 

  b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan 

(Availability Payment) 

0,00   0,00 

  c) Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

6 Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah 238.350.756.211,00          246.329.070.637,00  

7 Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah 28,50% 27,52% 
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2.4.4 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 

10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari mandatory 

spending Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam 

menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa. 

Adapun capaian dari mandatory spending ADD di wilayah Kabupaten Ngada adalah 

alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat 

desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Ngada, alokasi mandatory spending ADD 

membantu kelancaran operasional 135 desa yang berada di wilayah Kabupaten Ngada. 

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD Induk senilai 16,03% dan 

APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp52.854.752.648,00 

dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp325.222.026.000,00  atau 

senilai 16,25%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.16 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD 

dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada 

No Komponen Perhitungan  APBD Induk (Rp)  
 APBD Perubahan 

(Rp)  

1 Dana Perimbangan 835.711.986.000,00  825.961.190.220,00  

2 Dana Alokasi Khusus (DAK) 325.222.026.000,00  318.357.239.422,00  

3 Dana Perimbangan - DAK 510.489.960.000,00  507.603.950.798,00  

  Alokasi Dana Desa (ADD) 52.159.764.200,00  52.854.752.648,00  

4 Persentase Alokasi Dana Desa 10,22% 10,41% 

2.4.5 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan ABPD 

Tahun 2024 disebutkan bahwa alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota 

dengan nilai APBD di atas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling 

sedikit 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00. 

Tujuan dari mandatory spending fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program 

pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, 

pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas. 

Adapun capaian dari mandatory spending fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Ngada 

adalah Inspektorat Kabupaten Ngada memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Inspektorat 

Kabupaten Ngada memiliki 1 Inspektur, 4 Inspektur Pembantu dan 13 auditor yang 

melakukan tugas pengawasan. 

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA 2024 

Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp3.883.108.081,00 dari nilai belanja daerah senilai 

Rp1.037.685.145.464,00 atau senilai 0,37%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi 

Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai 

Rp4.606.128.698,25 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.102.334.439.499,00 atau senilai 

0,42%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.17 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD dan 
APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada 

No Komponen Perhitungan  APBD Induk (Rp)   APBD Perubahan (Rp)  

1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 218.763.000,00  380.263.000,00  

2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu 
20.885.000,00  37.895.000,00  

3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.457.571.001,00  3.960.976.368,25  

3 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 0,00 

4.080.000,00  

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 124.500.000,00  
135.976.000,00  

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.685.700,00  33.587.350,00  

7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 0,00 
7.410.000,00  

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
12.766.580,00  12.766.580,00  

9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

22.936.800,00  33.174.400,00  

  Total Alokasi Pengawasan 3.883.108.081,00  4.606.128.698,25  

  Total Belanja Daerah  1.037.685.145.464,00  1.102.334.439.499,00  

  Persentase Alokasi Pengawasan 0,37% 0,42% 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1 Realisasi Pendapatan 

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan 

daerah. 

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

PENDAPATAN 1.068.374.876.962,00 1.061.046.737.558,51 99,31% 

  PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.519.508.005,00 45.701.023.657,24 90,46% 

  Pajak Daerah 10.297.500.000,00 10.663.409.255,00 103,55% 

  Retribusi Daerah 10.422.268.005,00 4.848.846.432,58 46,52% 

  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

2.400.000.000,00 1.132.734.946,00 47,20% 

  Lain-lain PAD yang sah 27.399.740.000,00 29.056.033.023,66 106,04% 

  PENDAPATAN TRANSFER 1.010.376.912.305,00 1.008.021.674.729,00 99,77% 

  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 

DANA PERIMBANGAN 

835.711.986.000,00 825.955.699.025,00 98,83% 

  Dana Bagi Hasil Pajak 2.884.478.000,00 3.385.675.785,00 117,38% 

  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.822.791.000,00 1.822.791.000,00 100,00% 

  Dana Alokasi Umum (DAU) 505.782.691.000,00 502.389.992.818,00 99,33% 

  Dana Alokasi Khusus (DAK) 325.222.026.000,00 318.357.239.422,00 97,89% 

  TRANSFER PEMERINTAH PUSAT ï 

LAINNYA 

159.155.337.000,00 156.288.007.000,00 98,20% 

  Dana Desa 153.420.677.000,00 153.420.677.000,00 100,00% 

  Insentif Fiskal 5.734.660.000,00 2.867.330.000,00 50,00% 

  TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 15.509.589.305,00 25.772.477.509,00 166,17% 

  Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.509.589.305,00 25.772.477.509,00 166,17% 

  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.478.456.652,00 7.329.530.367,27 98,01% 

  Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan 

7.478.456.652,00 7.329.530.367,27 98,01% 

3.2 Realisasi Belanja 

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja 

daerah. 

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

BELANJA 894.947.523.051,00 813.223.173.482,20 90,87% 

  BELANJA OPERASI 642.036.670.442,00 604.339.338.396,55 94,13% 

    Belanja Pegawai 390.891.201.179,68 364.195.201.081,04 93,17% 

    Belanja Barang dan Jasa 216.482.113.079,32 205.735.681.132,51 95,04% 

    Belanja Bunga 1.716.406.250,00 1.716.406.250,00 100,00% 

    Belanja Hibah 30.916.949.933,00 30.916.949.933,00 100,00% 

    Belanja Bantuan Sosial 2.030.000.000,00 1.775.100.000,00 87,44% 


